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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Penelitian Sebelumnya
	Penelitian sebelumnya atau bisa disebutnya dengan penelitian terdahulu yaitu sebagai pembanding untuk meneliti permasalahan yang akan diteliti saat ini. Penelitian sebelumnya ini berdasarkan jurnal, laporan penelitian, dan dari skripsi-skripsi oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan tugas akhirnya dari berbagai lembaga di Indonesia. Peneliti akan membandingkan penelitian sebelumnya dengan yang hendak diteliti saat ini serta meringkasnya sesuai dengan judul yang relevan. Berikut merupakan penelitian sebelumnya dengan yang hendak diteliti. 
Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya
	No 
	Judul Penelitian
	Persamaan 
	Perbedaan 

	1. 
	“Analisis perjanjian Kinerja dalam rangka Mewujudkan Good Governance (studi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang”. Bety Tri Indrianna, Universitas Brawijaya (2016)
	- Sama-sama meneliti kinerja dalam rangka mewujudkan good governance. 
- Sama-sama menggunakan metode yang sama yaitu Kualitatif Deskriptif
	- Perbedaan yaitu objek penelitian dengan tahun yang berbeda 
- Penelitian ini menganisis kinerja pada satu bidang atau organisasi tertentu sedangkan peneliti mengukur suatu kinerja pegawai pada pemerintahan desa

	2. 
	“Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Mewujudkan Good Governance di Kantor Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara”.
Sandy Ramadhan, Universitas Mulawarman (2019)
	- Sama-sama meneliti Kinerja Aparatur dalam mewujudkan Good Governance. 
- Sama-sama menggunakan metode Deskriptif Kualitatif
	- Perbedaan nya terletak pada objek penelitian dan dari tahun yang berbeda. 
- Penelitian ini menggunakan acuan teori dari Mangkunegara (2009), Wibowo (2011), Prawirosentono
(Pasolong, 2007)

	3. 
	“Evaluasi Kinerja Pegawai untuk mewujudkan Pelayanan Publik dalam Perspektif Good Governance di Kelurahan Tlogomas Kota Malang”. Nur Aini, Universitas Islam Malang (2019) 
	- Sama-sama meneliti kinerja pegawai dan menggunakan metode Kualitatif
	- Perbedaan pada waktu atau tahun yang berbeda dan objek yang berbeda 
- Dalam penelitian ini mengacu teori menurut Andrew E. Sikula yang dikutip oleh Mangkunegara (2000).

	4. 
	“Evaluasi Kinerja Pegawai Untuk Mewujudkan
Pelayanan Publik Dalam Perspektif Good
Governance Di Kantor Kelurahan
Pa’bundukang Kecamatan
Polongbangkeng Selatan
Kabupaten Takalar”. Muhammad Ikhwan Badri, Universitas Muhammadiyah Makassar (2021)
	- Sama-sama meneliti tentang kinerja pegawai dan menggunakan metode Kualitatif 
	- Objek yang berbeda dan dari tahun yang berbeda
- Dalam penelitian ini mengacu pada indikator kinerja yang dikemukakan oleh Dwiyanto (Pasolong, 2011). Serta menggunakan teori good governance dari Hayat (2017)

	5. 
	“Kinerja Organisasi Dalam Mewujudkan Good Governance Di Pemerintah Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat”.  Rifi Rivani Radiansyah & Budi Mulyana, Universitas Bale Bandung (2022)
	- Sama-sama meneliti tentang kinerja dalam mewujudkan Good Governance dan menggunakan metode Kualitatif 
	- Perbedaan nya terletak pada tahun dan objeknya yang berbeda, dan fokus kepada kinerja organisasinya. 
- Dalam penelitian ini menggunakan konsep  pendekatan  teoritis  yang dikemukakan   Soleh  dan   Suripto (2011, hal. 12-16) yang menjelaskan bahwa terdapat beberapa    dimensi    yang    perlu memperoleh perhatian dalam menilai   atau   mengukur   kinerja Pemerintah   untuk   mewujudkan good governance.



	Berdasarkan tabel diatas, kelebihan penelitian yang penulis lakukan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, yaitu: 
1. Penelitian ini berbeda locus atau lokasinya yaitu di Desa Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon
2. Dari penelitian sebelumnya yang ada pada tabel diatas, sepanjang pengetahuan peneliti belum menemukan teori yang menggunakan indikator untuk mengukur kinerja dari Robbins.

2.2. Tinjauan Pustaka 
2.2.1.  Administrasi Publik
Administrasi Publik merupakan pergantian konsep menjadi Administrasi Negara. Menurut Pasolong (2016:7) mengatakan bahwa :
Konsep Administrasi Publik di Indonesia merupakan pada dasarnya bukanlah konsep yang baru, karena konsep administrasi publik tersebut sudah ada sejak dari dulu, hanya para pakar mengganti istilah administrasi publik menjadi administrasi negara. Begitu pula buku-buku asing misalnya yang berjudul “Public Administration” diganti menjadi Administrasi Negara.


Menurut Jhon M. Pfiffner dan Robert V. Presthus (Pasolong, 2016:7), mendefinisikan administrasi publik, adalah :
1. Meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik
2. Kordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Hal ini meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.
3. Suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarahan kecakapan dna teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.
	
	Menurut Gray (Pasolong, 2016:18), menjelaskan peran administrasi publik dalam masyarakat sebagai berikut:
1. Administrasi publik berperan menjamin pemerataan distribusi pendapatan nasional kepada kelompok masyarakat miskin secara berkeadilan
2. Administrasi publik melindungi hak-hak masyarakat atas pemilikan kekayaan, serta menjamin kebebasan bagi masyarakat untuk melaksanakan tanggung jawab atas diri mereka sendiri dalam bidang kesehatan, pendidikan dan pelayanan bagi kelompok masyarakat lanjut usia
3. Administrasi publik berperan melestarikan nilai-nilai tradisi masyarakat yang sangat bervariasi itu dari generasi ke generasi berikutnya, serta memberikan jaminan dan dukungan sumber-sumber sehingga nilai-nilai tersebut mampu tumbuh dan berkembang sesuai tuntutan perubahan zaman, serta dapat terus hidup bersama secara damai, serasi dan selaras, dengan budayalain di lingkungannya. 

2.2.2. Kinerja
	Manajemen kinerja yaitu suatu proses yang dapat diatur atau terstruktur dalam perbaikan kinerja dengan melalui tahap yang telah ditentukan dengan baik. 
	Kinerja merupakan hasil kerja individu yang telah dicapai berdasarkan tanggung jawab yang telah ditugaskan dalam memberikan kontribusi nyata kepada pihak luar, bisa juga dengan memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyrakat yang membutuhkan. Demi tercapainya suatu tujuan di dalam organisasi, maka kinerja dapat dilihat dari sumber daya yang ada pada organisasi tersebut. 
	Kinerja pegawai dengan kinerja organisasi mempunyai ikatan dalam proses pencapaian tujuan yang diharapkan. Peran kinerja pegawai sangat diperlukan di dalam organisasi, karena dalam menjalankan tugas dan fungsi yang ada di dalam organisasi tersebut perlu adanya kontribusi dari pegawai sehinnga tercapinya tujuan organisasi tersebut. 
	Menurut Prawirosentono (Pasolong, 2019:204), mengatakan bahwa: 
Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau sekelompok pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan seacara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral dan etika. 

	Sedangkan menurut (Widodo, 2021:78) berpendapat, “Kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan”. 

2.2.2.1. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja
	Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sangat banyak variabel yang mempengaruhinya, sehingga pendapat yang merumuskan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menurut para ahli juga sangat beragam. Menurut pendapat dari Mahmudi (Pasolong, 2019:221) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain: 
(1) Faktor personal/individu, meliputi: pengetahuan, skill, kepercayaan diri, motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu.
(2) Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan dan dukungan yang diberikan oleh manager atau team leader.
(3) Faktor tim, meliputi: kualitas dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadapnggota tim, kekompakan dan keeratan  sesama anggota tim.
(4) Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja, atau infrastruktur, yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi dan kultur kinerja organisasi.
(5) Faktor kontekstual/situasional, meliputi: tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal organisasi. 
2.2.2.2. Pengukuran kinerja 
	Pengukuran kinerja merupakan suatu alat untuk menilai dalam sebuah kinerja atas keberhasilan atau  kegagalan yang cipapai pada suatu organisasi dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah tersebut. 
	Pengukuran kinerja menurut Mardiasmo (Pasolong, 2019:215) mempunyai tiga tujuan, yaitu: 
1. Membantu memperbaiki kinerja pemerintahan agar kegiatan pemerintah terfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja
2. Pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, dan 
3. Mewujudkan pertanggung 	jawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

2.2.2.3. Indikator Kinerja 	
	Menurut Robbins (2016:260) indikator untuk mengukur kinerja karyawan secara individu terdapat lima indikator, yaitu : 
1. Kualitas 
Pengukuran kualitas kerja dilihat dari presepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan.
2. Kuantitas
Kuantitas yang dimaksud merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan  dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.
3. Ketepatan waktu 
Ketepatan waktu merupakan tingkat aktivitas yang diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. 
4. Efektivitas 
Efektivitas merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, teknologi dan bahan baku) yang dimaksimalkan dengan maksud menaikan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya.
5. Kemandirian 
Kemandirian merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya akan dapat menjalankan fungsi kerjanya sesuai komitmen kerja. Kemandirian juga merupakan suatu tingat dimana karyawan mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap kantor. 

2.2.3. Pemerintahan Desa
2.2.3.1.  Pemerintahan 
	Pemerintah (Government) merupakan sekolompok orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, dan mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota dan perangkat daerah sebagi unsur penyelenggara pemerintahan daerah sebagai contoh lain yaitu Kepala Desa beserta aparturnya dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
	Sedangkan pemerintahan (Governance) adalah serangkaian kegiatan yang didalamnya terdapat aturan-aturan yang diselenggarakan dalam melakukan tugas yang sesuai untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan kepentingan masyarakat setempat. Kegiatan-kegiatan pada pemerintahan desa meliputi, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. 

2.2.3.2.  Desa
	Menurut Solekhan (2014:29) mengemukakan tentang pemerintahan desa bahwa:
	Pemerintahan desa memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial didalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintahan desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik, sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan sejahtera, tentram, aman dan berkeadilan. 

	Kewenangan Desa berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah berikut:
Kewenangan Desa meliputi:
1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
2. Kewenangan lokal berskala desa.
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemda Provinsi atau Pemda Kabupaten/Kota
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	Aparatur adalah tatalaksana pemerintahan  atau yang menjalankan sistem pemerintahannya sebagai abdi negara atau abdi masyarakat yang memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsi nya didalam suatu lembaga atau organisasi tersebut. 

2.2.4.  Good Governance
	Kepuasan masyarakat dapat dilihat dari aparatur pemerintahannya yang terlibat langsung maupun tidak langsung sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakatnya. Memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat merupakan kewajiban aparatur pemerintahan dalam menjadikan pemerintahan yang lebih baik atau good governance. Faktor yang mempengaruhi kepuasan masyarakat yaitu manusia nya atau sumber daya aparatur.
	Governance merupakan arti dari pemerintahan, setelah terjadinya perubahan zaman dan dipengaruhi oleh era globalisasi atau yang bertransformasi dari era orde baru menjadi sebutan kepemerintahan, dan dalam penyelenggaraan terbaiknya atau kepemerintahan yang baik, atau lebih populernya disebut dengan good governance. 

	Menurut Pasolong (2019:243) mengatakan bahwa “Pada dasarnya governance tidak hanya berarti kepemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga Mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, dan pembinaan 
penyelenggaraan pemerintahan”. 
	Menurut Sedarmayanti (2004:17) berpendapat bahwa: 
	Dalam penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance) 	menghendaki adanya akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan rule of 	law. Sementara pemerintahan yang bersih menuntut terbebasnya praktek 	yang menyimpang (mal-administration) dari “etika administrasi negara” 


2.2.4.1. Prinsip Good Governance

	Menurut Sedarmayanti (2012:7) terdapat empat unsur atau prinsip utama yang dapat memberi gambaran administarsi publik yang berciri kepemerintahan yang baik yaitu:
1. Akuntabilitas 
	Adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.
2. Transparansi 
	Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah.
3. Keterbukaan 
	Mengehendaki terbukannya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan. 
4. Aturan hukum 
	Kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh. 

2.3. Kerangka Pemikiran
	Penelitian ini membahas tentang Kinerja Aparatur Desa dalam mewujudkan Good Governance di Desa Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon. Kinerja dapat dinilai dari kegagalan dan keberhasilan yang telah dicapai nya. Dalam kerangka berpikir berisi uraian konsep atau variabel yang dikaitkan kajian yang diteliti. Bukan hanya mengungkapkan teori tetapi harus mengungkapkan alur pemikiran terhadap permasalahan yang akan diteliti dan dipecahkan berdasarkan teori. 
	Dari beberapa indikator yang diungkapkan oleh para ahli, peneliti memilih indikator kinerja yang dikemukakan oleh Robbins (2016:260) sebagai pedoman 
dalam menilai kinerja yaitu, kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, kemandirian. Dari indikator-indikator tersebut dapat mewakili sebagai penilaian kinerja suatu birokrasi publik, peneliti memilih indikator menurut ahli tersebut karena lebih sesuai, lebih mampu menilai Kinerja Aparatur Desa dalam mewujudkan Good Governance di Desa Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon. 



	INPUT

	Kinerja Aparatur Desa dalam mewujudkan Good Governance 
di Desa Pegagan Lor


	PROSES

	Indikator Kinerja Pegawai
1. Kualitas
2. Kuantitas
3. Ketepatan waktu
4. Efektivitas
5. Kemandirian
(Robbins, 2016:260)


			
FEEDBACK

				






	OUTPUT 

	Kinerja Aparatur Belum Optimal 



	OUTPUT 

	Kinerja Aparatur sudah Optimal 





	OUTCOME

	Terwujudnya kinerja aparatur dalam pelaksanaan 
		Good Governane


Upaya yang dilakukan aparatur desa dalam mewujudkan 
Good Governance




Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
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